INSTRUKSI KEPALA BPKP
NOMOR : INS-546/K/1992
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS
ATASKASUS YANG BERINDIKASI TPK

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

Menimbang :

a

bahwa sdah satu fungs BPKP dalam melaksanakan tugas pokoknya adalah
melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus yang diperkirakan mengandung
unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Dagerah;

bahwa pada akhir-akhir ini sering terjadi kelambatan dalam proses penerbitan
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas kasus yang berindikas Tindak Pidana
Korups;

bahwa pelaksanaan pemeriksaan khusus hendaknya lebih diprioritaskan kepada
pendaamanhasil pemeriksaan keuangan/General Audit, Pemeriksaan Operasiondl,
Pemeriksaan Kemudian (Post Audit), Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan dan
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

bahwa pola kerjasama dengan Kegaksaan mengenai penanganan kasus-kasus yang
diserahkan oleh BPKP perlu lebih diperjeas,

bahwa perlu adanya pelaksanaan tindak lanjut segera mungkin dari hasil pemeriksaan
khusus oleh Instansi/Pegjabat Atasan dari obyek yang diperiksa;

bahwa sehubungan dengan itu perlu diterbitkan Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan
Khusus atas kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan
Buku Tata Cara yang sudah ada;

Mengingat

1.
2.
3.
4.

Keputusan Presiden Nomor : 31 tahun 1983
Instruksi Kepala BPKP Nomor : Ins-80/K/1984
Instruksi Kepala BPKP Nomor : Ins-416a/K/1988
Petunjuk Pelaksanaan Bersama J aksa Agung RI dan

KepalaBPKP Nomor _: JUKLAK-001/J.A/2/1989

Nomor : KEP.145/K/1989

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

1.
2.
3.
4.

Para Deputi Kepala BPKP

Para Derektur

Para Kepala Perwakilan BPKP Propins
Para Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten



Untuk
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memperhatikan dan menggunakan petunjuk-petunjuk yang dimuat
daam Buku Tata Cara Pelaksanaan Pemerjksaan Khusus atas Kasus
yang berindikas Tindak Pidana Korups.

Tetap menggunakan petunjuk-petunjuk di bidang pemeriksaan lainnya
sepanjang petunjuk tersebut mendukung Tata Cara Pelaksanaan
Pemeriksaan Khusus atas kasus yang berindikas Tindak Pidana
Korups ini.

Agar Tata Cara Peaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus yang
berindikas Tindak Pidana Korups ini disampaikan kepada seluruh
Pegawal Teknis di lingkungan kerja masing-masing dalam bentuk
Pelatinan di Kantor Sendiri (PKS) dan dilaporkan kepada Kepaa
BPKP.

Instruksi ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Padatanggal : 29 Desember 1992
KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
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Drs GANDHI
NIP.060006034




